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ABSTRACT 

Tourism is a strategic sector in regional development, contributing to economic 

activity, employment, and local identity. Banyuwangi Regency has developed 

tourism through natural and cultural attractions, festivals, and digital transformation. 

However, successful tourism marketing requires collaboration among government, 

industry, academia, and community actors to integrate resources, knowledge, and 

public participation. This study aims to analyze Quadruple Helix collaboration in 

tourism marketing in Banyuwangi Regency by identifying the mechanisms, 

contributions, and challenges of each actor. Using a library research method, the 

study reviews scientific literature and documents published during 2021–2026. Data 

were analyzed descriptively through information extraction, categorization of the four 

Quadruple Helix actors, thematic coding, and comparative synthesis. The findings 

show that the government acts as the main policy coordinator and facilitator through 

destination branding, festivals, and digital promotion. Industry contributes tourism 

services, packages, and commercial promotion, while academia provides research, 

innovation, education, and capacity development. The community contributes 

through tourism village management, cultural preservation, content creation, and 

experience-based promotion rooted in local identity. Collaboration is flexible and 

adaptive but remains predominantly government-led, with communication, joint 

activities, shared objectives, and trust as key mechanisms. Challenges include 

differences in digital capacity, program synchronization, and limited knowledge 

integration. The study’s novelty lies in mapping actor relationships, collaboration 

mechanisms, and contributions to Banyuwangi’s digital tourism marketing. 

Strengthening digital tourism marketing requires balanced roles, stronger research-

policy integration, and continuous improvement of community digital capacity. 
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ABSTRAK 

Pariwisata merupakan sektor strategis dalam pembangunan daerah, yang 

berkontribusi pada aktivitas ekonomi, lapangan kerja, dan identitas lokal. Kabupaten 

Banyuwangi telah mengembangkan pariwisata melalui daya tarik alam dan budaya, 

festival, dan transformasi digital. Namun, pemasaran pariwisata yang sukses 

membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, industri, akademisi dan aktor 
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 masyarakat untuk mengintegrasikan sumber daya, pengetahuan, dan partisipasi 

publik. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kolaborasi Quadruple Helix dalam 

pemasaran pariwisata di Kabupaten Banyuwangi dengan mengidentifikasi 

mekanisme, kontribusi, dan tantangan dari masing-masing aktor. Dengan 

menggunakan metode penelitian kepustakaan, studi ini meninjau literatur ilmiah dan 

dokumen yang diterbitkan selama tahun 2021–2026. Data dianalisis secara 

deskriptif melalui ekstraksi informasi, kategorisasi empat aktor Quadruple Helix, 

pengkodean tematik, dan sintesis komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pemerintah bertindak sebagai koordinator dan fasilitator kebijakan utama melalui 

branding destinasi, festival, dan promosi digital. Industri berkontribusi dalam layanan 

pariwisata, paket wisata, dan promosi komersial, sedangkan akademisi 

menyediakan penelitian, inovasi, pendidikan, dan pengembangan kapasitas. 

Masyarakat berkontribusi melalui pengelolaan desa wisata, pelestarian budaya, 

pembuatan konten, dan promosi berbasis pengalaman yang berakar pada identitas 

lokal. Kolaborasi bersifat fleksibel dan adaptif tetapi sebagian besar masih dipimpin 

oleh pemerintah, dengan komunikasi, kegiatan bersama, tujuan bersama, dan 

kepercayaan sebagai mekanisme kunci. Tantangannya meliputi perbedaan 

kapasitas digital, sinkronisasi program, dan integrasi pengetahuan yang terbatas. 

Kebaruan studi ini terletak pada pemetaan hubungan aktor, mekanisme kolaborasi, 

dan kontribusi terhadap pemasaran pariwisata digital Banyuwangi. Penguatan 

pemasaran pariwisata digital membutuhkan peran yang seimbang, integrasi 

penelitian-kebijakan yang lebih kuat, dan peningkatan kapasitas digital masyarakat 

secara berkelanjutan. 

Kata Kunci: quadruple helix, pemasaran pariwisata, kolaborasi, banyuwangi, pariwisata regional 

 

PENDAHULUAN 

Transformasi digital mengubah pemasaran destinasi dari aktivitas promosi yang 

dikendalikan satu organisasi menjadi proses yang melibatkan jaringan pemangku 

kepentingan (Aliah, 2025). Studi tentang pemasaran destinasi menunjukkan bahwa hubungan 

antarpelaku bisnis, organisasi pengelola destinasi, pemerintah, dan aktor eksternal 

memengaruhi cara sumber daya promosi dihimpun dan digunakan (Nguyen et al., 2021). 

Penelitian tentang kolaborasi pemasaran regional juga menunjukkan bahwa kolaborasi tidak 

berhenti pada pertukaran informasi, tetapi membutuhkan aktivitas konkret, jaringan kerja, 

serta tahapan hubungan yang dapat berkembang dari koneksi awal menuju koordinasi yang 

lebih terstruktur (Perkins et al., 2021, 2022). Dalam konteks digital, tata kelola pemasaran 

bahkan semakin terkait dengan pengaturan kanal komunikasi, konten buatan pengguna, 

integrasi layanan, dan penggunaan data lintas aktor (Prasetia, 2026). 

Banyuwangi memperlihatkan konteks empiris yang relevan untuk membaca perubahan 

tersebut. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melaporkan 79 agenda dalam kalender 

Banyuwangi Festival (B-Fest) 2024, termasuk Banyuwangi Ethno Carnival, Gandrung 

Sewu, dan International Tour de Banyuwangi Ijen. Proses kurasi B-Fest juga melibatkan 

berbagai usulan pihak sebelum dipilih menjadi agenda daerah (Pemerintah Kabupaten 

Banyuwangi, 2024). Pada 2024, laporan pemerintah daerah mencatat 3.405.145 kunjungan 

wisatawan dan indeks daya saing pariwisata sebesar 4,66. Data tersebut penting sebagai 

konteks perkembangan pariwisata, tetapi tidak dapat langsung dipakai untuk menyimpulkan 

bahwa kolaborasi lintas aktor menjadi satu-satunya penyebab peningkatan kinerja karena 

indikator tersebut dipengaruhi banyak faktor (Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, 

2025). 

Pada saat yang sama, pemasaran Banyuwangi telah menjadi objek kajian dari beberapa 

sudut. Hanggraito et al. (2023) menunjukkan bahwa city branding Banyuwangi berhubungan 

dengan minat berkunjung dan bahwa hubungan triple helix pada masa pemulihan pandemi 

terutama terlihat pada sektor bisnis dan akademisi. Dwi et al. (2023) juga menemukan 

hubungan signifikan antara city branding, viral marketing, electronic word of mouth, dan 

keputusan berkunjung wisatawan. Temuan tersebut memperkuat pentingnya identitas  
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  destinasi serta komunikasi digital, tetapi fokusnya belum menguraikan secara utuh 

bagaimana empat aktor dalam quadruple helix bekerja bersama dalam proses pemasaran. 

Dengan kata lain, bukti tentang output pemasaran sudah berkembang, sedangkan penjelasan 

tentang struktur peran, mekanisme hubungan, dan pembagian kontribusi antarpelaku masih 

terbatas. 

Studi quadruple helix di berbagai daerah Indonesia juga memperlihatkan bahwa 

keberadaan empat aktor belum otomatis menghasilkan kolaborasi yang seimbang. Rezqy 

dan Fikriyah (2022) menunjukkan peran pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan 

komunitas dalam pengembangan pariwisata, sedangkan Wirata et al. (2023) menempatkan 

keempat unsur tersebut dalam kebijakan ekowisata berbasis komunitas. Misbar dan Novianti  

(2024) menemukan bahwa kolaborasi quadruple helix pada desa wisata belum sempurna 

dan masih memerlukan evaluasi berkala karena tingkat keterlibatan aktor tidak seragam. 

Temuan  Wilujeng et al. (2026) juga menegaskan bahwa pengembangan desa wisata 

membutuhkan sinergi aktor, sementara penelitian tentang jaringan aktor di destinasi lain 

menemukan hambatan komunikasi dan keterbatasan pengaruh komunitas pada proses 

pengambilan keputusan (Wijayati et al., 2025). 

Literatur tersebut memperlihatkan tiga gap. Pertama, sebagian penelitian tentang 

Banyuwangi menekankan city branding, minat kunjungan, atau triple helix sehingga belum 

memetakan konfigurasi government–industry–academia–community secara spesifik dalam 

pemasaran destinasi. Kedua, studi quadruple helix di Indonesia lebih banyak menjelaskan 

keberadaan dan peran aktor pada pengembangan destinasi, tetapi belum konsisten 

menghubungkan peran tersebut dengan mekanisme pemasaran digital, seperti pengelolaan 

narasi destinasi, distribusi konten, user-generated content, dan koordinasi kanal digital. 

Ketiga, kajian yang tersedia belum secara eksplisit menjelaskan apakah hubungan empat 

aktor di Banyuwangi berlangsung melalui koordinasi formal yang terintegrasi atau melalui 

pola kolaborasi yang fleksibel dan berbasis program. Gap tersebut penting karena 

keberadaan banyak aktor tidak cukup untuk menjelaskan kualitas kolaborasi. Selain itu, 

yang perlu dipahami adalah bagaimana peran, mekanisme interaksi, dan kontribusi 

pemasaran saling terhubung. 

Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kolaborasi 

quadruple helix dalam pemasaran pariwisata Kabupaten Banyuwangi dengan menelaah 

empat aktor utama, yaitu pemerintah, industri, akademisi, dan komunitas. Penelitian tidak 

menempatkan media sebagai helix terpisah. Media sosial, platform digital, dan content 

creator dipahami sebagai kanal atau ruang kerja kolaboratif yang digunakan oleh keempat 

aktor tersebut. Posisi ini konsisten dengan literatur quadruple helix yang memasukkan 

komunitas sebagai unsur tambahan setelah hubungan government–industry–academia 

(Carayannis & Campbell, 2009; Shyiramunda & van den Bersselaar, 2024). 

Novelty penelitian ini terletak pada penyusunan pembacaan mekanisme kolaborasi yang 

menghubungkan aktor, bentuk peran, proses interaksi, kontribusi terhadap pemasaran, dan 

hambatan dalam satu kerangka. Hasil sintesis diarahkan untuk menunjukkan karakter 

kolaborasi Banyuwangi sebagai pola yang fleksibel dan adaptif, tetapi tetap memiliki 

kecenderungan government-led. Dengan demikian, artikel ini tidak berhenti pada pernyataan 

bahwa setiap aktor “memiliki peran”, melainkan menjelaskan bagaimana pembagian fungsi 

tersebut bekerja dan apa implikasinya bagi penguatan pemasaran digital suatu destinasi. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan structured library research dengan sintesis tematik. 

Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah mengintegrasikan temuan penelitian 

terdahulu dan dokumen resmi untuk menjelaskan pola kolaborasi quadruple helix pada 

pemasaran pariwisata Banyuwangi. Studi kepustakaan dipahami sebagai proses sistematis 

untuk menelusuri, memilih, membaca, mencatat, dan mensintesis bahan pustaka sesuai 

fokus penelitian (Haryono et al., 2024). Penelitian ini berbeda dari ulasan naratif biasa. 

Dimana penelitian ini menetapkan sumber pencarian, kata kunci, kriteria seleksi, serta 

tahapan screening sebelum melakukan sintesis. 

Sumber data terdiri atas dua kelompok. Pertama, artikel ilmiah yang ditelusuri melalui 

Google Scholar, Garuda, DOAJ, ScienceDirect, Springer, dan laman jurnal terkait. Kedua, 

dokumen resmi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Badan Pusat Statistik digunakan  
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untuk memeriksa konteks dan indikator pariwisata daerah. Kata kunci yang digunakan 

dalam kombinasi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris meliputi “Quadruple Helix”, 

“tourism collaboration”, “destination marketing”, “digital tourism marketing”, “stakeholder 

collaboration”, “tourism governance”, dan “Banyuwangi tourism”. 

Rentang literatur utama ditetapkan 2021–2026. Kriteria inklusi meliputi: (1) artikel 

ilmiah yang diterbitkan pada periode tersebut; (2) membahas quadruple helix, kolaborasi 

stakeholder, destination marketing, digital tourism, destination branding, atau kasus 

Banyuwangi; (3) memiliki identitas bibliografis yang dapat diverifikasi; dan (4) 

menyediakan temuan yang dapat digunakan untuk membandingkan peran atau mekanisme 

kolaborasi. Literatur dikeluarkan apabila duplikat, tidak relevan dengan fokus, hanya berupa 

opini populer, atau tidak memiliki informasi bibliografis yang memadai. Setelah 

penyaringan relevansi judul, abstrak, dan isi, 20 artikel ilmiah 2021–2026 ditetapkan sebagai 

korpus utama analisis. Dokumen resmi tidak dihitung sebagai bagian dari 20 artikel tersebut, 

tetapi digunakan sebagai sumber data kontekstual dan verifikasi indikator Banyuwangi. 

Pengolahan data dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, ekstraksi data: setiap artikel 

dicatat berdasarkan aktor yang dibahas, bentuk peran, pola koordinasi, keluaran pemasaran, 

masalah kolaborasi, serta konteks lokasi. Kedua, coding tematik: temuan dikelompokkan ke 

dalam empat kategori aktor, kemudian dicocokkan dengan mekanisme kolaborasi seperti 

koordinasi program, event, networking, komunikasi digital, peningkatan kapasitas, dan 

pertukaran pengetahuan. Ketiga, sintesis komparatif: temuan antarsumber dibandingkan 

untuk menemukan pola yang konsisten, perbedaan, dan celah bukti. Interpretasi akhir 

menggunakan konsep quadruple helix sebagai kerangka utama dan memperhatikan temuan 

tata kelola kolaboratif serta pemasaran destinasi digital. Proses ini menghasilkan matriks 

analisis yang membedakan bukti empiris langsung, temuan penelitian terdahulu, dan 

interpretasi peneliti.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten yang terletak di ujung timur 

Pulau Jawa dan dikenal sebagai wilayah terluas di Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, 

Banyuwangi memiliki posisi yang strategis karena berbatasan dengan Selat Bali di sebelah 

timur, Kabupaten Situbondo di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah selatan, serta 

Kabupaten Jember dan Bondowoso di sebelah barat. Posisi tersebut menjadikan Banyuwangi 

tidak hanya sebagai pintu gerbang yang menghubungkan Pulau Jawa dan Bali, tetapi juga 

sebagai wilayah strategis bagi perkembangan aktivitas perdagangan dan pariwisata. Selain 

memiliki kawasan pesisir yang luas, Banyuwangi juga memiliki bentang alam yang beragam, 

mulai dari kawasan pegunungan, hutan, kawasan konservasi, taman nasional, hingga 

kekayaan budaya dan tradisi masyarakat lokal. Keberagaman tersebut menjadi modal penting 

dalam pengembangan pariwisata yang mencakup wisata alam (nature tourism), wisata 

budaya (cultural tourism), dan wisata minat khusus (Arditya & Adam, 2026). 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, luas wilayah Kabupaten 

Banyuwangi mencapai sekitar 5.782,50 km² sehingga menempatkannya sebagai kabupaten 

terluas di Provinsi Jawa Timur. Kondisi geografis yang didominasi oleh kawasan hutan, 

pegunungan, dan wilayah pesisir memberikan Banyuwangi potensi destinasi wisata yang 

beragam dan memiliki daya saing. Namun, keberagaman potensi tersebut tidak secara 

otomatis menjamin keberhasilan pengembangan dan pemasaran pariwisata. Pengelolaan 

destinasi yang memiliki karakteristik wilayah luas dan sumber daya yang beragam 

membutuhkan keterlibatan berbagai aktor agar potensi yang tersedia dapat dikembangkan, 

dipromosikan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan. 

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa pengembangan dan pemasaran pariwisata 

Banyuwangi tidak hanya bergantung pada peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan, 

tetapi juga melibatkan industri, akademisi, dan masyarakat. Keempat aktor tersebut memiliki 

sumber daya, kapasitas, serta bentuk kontribusi yang berbeda sehingga hubungan di antara 

mereka menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem pariwisata daerah. Pemerintah 

berperan dalam menentukan arah kebijakan, memfasilitasi pengembangan destinasi, 

membangun branding, serta menginisiasi berbagai program promosi. Industri berkontribusi 

melalui penyediaan produk dan layanan wisata serta aktivitas pemasaran yang berorientasi 

pada pasar. Akademisi memberikan dukungan melalui penelitian, inovasi, pendidikan, dan  
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pengembangan kapasitas, sedangkan masyarakat berperan dalam pengelolaan desa wisata, 

pelestarian budaya, penyediaan pengalaman wisata, serta promosi berbasis identitas lokal 

(Abdillah et al., 2022). 

Sintesis juga menunjukkan bahwa kolaborasi pariwisata di Banyuwangi tidak berbentuk 

satu forum tetap yang sepenuhnya mengintegrasikan seluruh aktor dalam setiap proses 

pengambilan keputusan. Pola yang lebih terlihat adalah kolaborasi berbasis program yang 

terbentuk sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kegiatan. Kolaborasi tersebut terutama terlihat 

dalam penyelenggaraan event pariwisata, penguatan destination branding, promosi digital, 

pengembangan desa wisata, serta kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dan pelaku 

pariwisata. Artinya, intensitas keterlibatan setiap aktor dapat berbeda pada setiap program. 

Tidak semua aktor harus terlibat secara bersamaan dalam seluruh kegiatan, tetapi masing-

masing memberikan kontribusi berdasarkan kapasitas, sumber daya, dan kebutuhan program 

yang dijalankan. 

Pola tersebut sejalan dengan Perkins et al. (2022) dan Musleh et al. (2023) yang 

menjelaskan hubungan stakeholder dalam kolaborasi destinasi sebagai suatu hubungan yang 

dapat berkembang dari interaksi awal menuju jejaring kerja yang lebih kuat sesuai dengan 

kebutuhan dan konteks kolaborasi. Dalam konteks Banyuwangi, pola tersebut terlihat melalui 

hubungan yang dibangun melalui komunikasi, koordinasi, kegiatan bersama, pertukaran 

informasi, pembagian sumber daya, dan penguatan kepercayaan antaraktor. Dengan 

demikian, kolaborasi tidak harus selalu diwujudkan melalui pembentukan satu kelembagaan 

formal yang bersifat permanen, tetapi dapat berkembang melalui jejaring kerja yang fleksibel 

dan adaptif terhadap kebutuhan pengembangan pariwisata. 

Pola kolaborasi berbasis program juga menunjukkan sejumlah tantangan, seperti perbedaan 

kapasitas digital antaraktor, belum optimalnya integrasi pengetahuan akademik ke dalam 

kebijakan dan praktik pariwisata, serta belum meratanya kemampuan masyarakat dalam 

memanfaatkan teknologi digital untuk pemasaran (Effendi et al., 2025; Ratuloly et al., 2023; 

Wiyono et al., 2024). Oleh karena itu, penguatan kolaborasi pariwisata Banyuwangi tidak 

hanya berkaitan dengan peningkatan jumlah program bersama, tetapi juga membutuhkan 

pembagian peran yang lebih seimbang, kesinambungan komunikasi, integrasi pengetahuan, 

dan peningkatan kapasitas setiap aktor. Berdasarkan kerangka quadruple helix dan hasil 

sintesis tersebut, temuan penelitian selanjutnya dipisahkan ke dalam empat subbagian yang 

menggambarkan peran pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat dalam kolaborasi 

pemasaran pariwisata Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut: 

 

Government  
 

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi muncul sebagai aktor dengan kapasitas koordinatif 

paling besar. Peran tersebut tampak dalam penyusunan agenda promosi, pengembangan 

branding daerah, penyelenggaraan event, penyediaan infrastruktur promosi, dan penyediaan 

ruang bagi aktor lain. Kalender B-Fest 2024 berisi 79 event dan proses kurasinya 

menghimpun usulan dari berbagai pihak. Selain itu, BEC dan Gandrung Sewu kembali masuk 

Kharisma Event Nusantara 2024, menunjukkan adanya hubungan antara agenda daerah dan 

ekosistem event pariwisata nasional (Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, 2024). Laporan 

kinerja daerah juga menunjukkan 3.405.145 kunjungan wisatawan pada 2024 dan indeks daya 

saing pariwisata 4,66 (Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, 2024). 

Data tersebut memperlihatkan kapasitas pemerintah dalam membangun “infrastruktur 

institusional” pemerintah menentukan agenda, mengonsolidasikan event, dan membuka ruang 

promosi. Namun, indikator jumlah wisatawan dan indeks daya saing tidak cukup untuk 

menyimpulkan bahwa pemerintah sendiri menyebabkan hasil tersebut. Dalam perspektif 

Quadruple Helix, kekuatan pemerintah justru berada pada kemampuan menghubungkan 

sumber daya aktor lain. Temuan Banyuwangi lebih tepat dibaca sebagai government-led 

collaboration karena pemerintah berfungsi sebagai orkestrator utama, sementara aktor lain 

masuk melalui program dan kebutuhan tertentu. Pola ini sejalan dengan studi tata kelola 

pariwisata yang menunjukkan perlunya aktor pemerintah berperan sebagai penghubung lintas 

sektor, tetapi juga menunjukkan risiko ketidakseimbangan jika pengambilan keputusan terlalu 

terpusat pada satu aktor (Patadjenu et al., 2023). Implikasinya, pemerintah perlu beralih dari 

sekadar penyelenggara promosi menuju orkestrator data dan standar kolaborasi digital. 
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Industri 

 

Industri atau sektor swasta berkontribusi melalui akomodasi, transportasi, jasa perjalanan, 

kuliner, UMKM, paket wisata, dan promosi berbasis digital. Dalam studi Banyuwangi 

Rebound, Hanggraito et al. (2023) dan Alindri et al. (2024) menemukan bahwa hubungan 

triple helix pada masa pemulihan pandemi terutama terlihat pada praktik sektor bisnis dan 

akademisi. Penelitian Nguyen et al. (2021) pada dua destinasi di Vietnam juga menunjukkan 

bahwa jejaring pemasaran destinasi banyak ditopang unit bisnis, meskipun konfigurasi 

jaringan berbeda menurut konteks destinasi. Temuan tersebut membantu menjelaskan 

mengapa industri penting dalam pemasaran, bisnis tidak hanya menyebarkan informasi, tetapi 

mengubah daya tarik destinasi menjadi pengalaman dan produk yang dapat dibeli. 

Dalam pola Banyuwangi, kontribusi industri memperkuat sisi market-facing dari strategi 

pemerintah. Pemerintah dapat membentuk branding dan event, tetapi industri menyediakan 

layanan, harga, distribusi, dan pengalaman yang menjadi titik kontak langsung wisatawan. 

Keterhubungan tersebut penting bagi pemasaran digital karena promosi tanpa keterhubungan 

dengan ketersediaan produk, reservasi, dan informasi layanan akan menghasilkan fragmentasi 

pengalaman. Literatur tentang digital collaboration destination management juga 

menekankan bahwa kanal digital perlu dihubungkan dengan layanan dan data lintas aktor, 

bukan berhenti pada pembuatan konten (Prasetia, 2026). Masalah utama yang masih terlihat 

Adalah fragmentasi pelaku dan perbedaan kapasitas digital, sehingga koordinasi promosi 

tidak selalu berjalan dengan standar informasi yang sama. 

Akademisi  
 

Akademisi berfungsi terutama sebagai knowledge producer melalui riset, pendidikan, 

pendampingan, evaluasi, dan pengembangan kapasitas. Hanggraito et al. (2023) 

menempatkan akademisi sebagai bagian dari triple helix Banyuwangi Rebound. Dalam 

penelitian Quadruple Helix pada Desa Wisata Edukasi Omah Jamu, Misbar dan Novianti 

(2024) menunjukkan bahwa interaksi keempat aktor dapat menghasilkan inovasi, tetapi 

keterlibatan aktor masih tidak merata dan membutuhkan evaluasi berkelanjutan. Shyiramunda 

dan van den Bersselaar (2024) menegaskan bahwa model Quadruple Helix memberi ruang 

bagi perguruan tinggi untuk menghubungkan pengetahuan dengan kebutuhan komunitas, 

sektor privat, dan pemerintah. 

Kontribusi akademisi terhadap pemasaran Banyuwangi tidak terutama berada pada 

kapasitas promosi harian, melainkan pada penyediaan dasar pengetahuan untuk segmentasi 

pasar, pengembangan inovasi, evaluasi program, dan peningkatan literasi digital. Posisi ini 

penting untuk menghindari pemasaran yang hanya mengikuti momentum event. Kendalanya 

adalah hubungan antara hasil riset dan keputusan pemasaran belum selalu menjadi bagian 

tetap dari siklus kebijakan. Karena itu, novelty dari model yang ditemukan bukan pada jumlah 

aktor, tetapi pada kebutuhan menjadikan akademisi sebagai penghubung pengetahuan yang 

bekerja secara periodik dan berbasis kebutuhan program, terutama dalam evaluasi kanal 

digital dan dampak promosi. 

Komunitas 

Komunitas berkontribusi melalui pengelolaan desa wisata, pelestarian budaya, Pokdarwis, 

UMKM lokal, pengalaman wisata, dan pembuatan konten digital (Fatin et al., 2024). Program 

penguatan branding digital di desa wisata Banyuwangi menunjukkan bahwa pelatihan dan 

pendampingan diarahkan pada kemampuan membuat konten promosi, menyusun narasi 

budaya, dan mengelola media sosial secara mandiri (Isnaeni & Yucha, 2025). Pada level 

konsep, penelitian Wirata et al. (2023) juga menempatkan komunitas sebagai aktor penting 

dalam kebijakan ekowisata berbasis komunitas. Dengan demikian, community dalam 

quadruple helix bukan sekadar penerima program, tetapi sumber pengetahuan lokal dan 

legitimasi sosial destinasi. 

Dalam pemasaran digital, kontribusi komunitas menjadi strategis karena autentisitas 

budaya dan pengalaman lokal sulit digantikan oleh komunikasi institusional. Konten yang 

dibuat masyarakat dapat memperluas jangkauan narasi destinasi, tetapi kualitas dan 

konsistensinya bergantung pada kapasitas digital. Temuan dari program branding digital 

Banyuwangi menunjukkan pentingnya pendampingan karena kapasitas pengelola desa wisata  
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tidak otomatis sama. Sejalan dengan temuan Wijayati et al. (2025) yang menemukan bahwa 

permasalahan yang perlu diperhatikan bukan sekadar apakah komunitas dilibatkan, melainkan 

seberapa besar pengaruh mereka dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. 

Artinya, kolaborasi akan lebih substansial ketika komunitas memiliki ruang untuk ikut 

menentukan narasi, bukan hanya menjadi objek promosi. 

 

Sintesis mekanisme kolaborasi dan implikasi pemasaran digital 
 

Jika keempat subtemuan dibandingkan, kolaborasi Banyuwangi menunjukkan mekanisme 

yang bersifat fleksibel, adaptif, dan berbasis program. Interaksi dapat muncul melalui kurasi 

event, kerja sama promosi, forum atau jaringan antarpelaku, pendampingan, dan komunikasi 

digital. Temuan ini sesuai dengan literatur yang memandang kolaborasi sebagai proses 

bertahap dan tidak selalu identik dengan satu struktur organisasi permanen (Perkins et al., 

2022). Namun, fleksibilitas juga menghasilkan ketergantungan pada momentum program. 

Ketika sebuah event selesai, hubungan kerja dapat kembali menjadi sporadis apabila tidak ada 

mekanisme data, evaluasi, dan koordinasi yang dipelihara. 

Dengan demikian, istilah “trust building”, “shared understanding”, dan  “commitment” 

dalam artikel ini tidak dipakai sebagai klaim abstrak. Ketiganya ditafsirkan melalui indikator 

praktis berupa keberulangan kerja sama dalam event dan promosi, kesesuaian tujuan 

branding, serta pembagian fungsi antarpelaku. Literatur collaborative governance 

menunjukkan bahwa hubungan kolaboratif memerlukan komunikasi, interaksi, dan tujuan 

bersama; sedangkan studi destination marketing menunjukkan bahwa kekuatan jaringan 

dipengaruhi struktur hubungan dan posisi aktor dalam jejaring (Nguyen et al., 2021; 

Patadjenu et al., 2023). Pada Banyuwangi, bukti paling kuat menunjukkan adanya shared 

purpose pada branding dan event, sedangkan bukti tentang institutionalized trust dan 

mekanisme evaluasi lintas aktor masih lebih terbatas. Karena itu, temuan artikel tidak 

menyatakan bahwa kolaborasi sudah sepenuhnya optimal, melainkan bahwa pola 

kolaborasinya telah berkembang dan bekerja terutama melalui proyek serta kanal promosi 

tertentu. 

 

Tabel 1. Kontribusi Aktor Pemasaran Pariwisata 

Aktor Matriks peran, mekanisme, kontribusi dan masalah 

Government 

Regulasi, branding, kurasi dan penyelenggaraan event, fasilitasi 

jejaring, serta kanal digital. Kontribusi: menyatukan agenda 

promosi, membentuk identitas destinasi, dan menyediakan ruang 

koordinasi. Masalah/bukti: kecenderungan peran dominan; integrasi 

data dan evaluasi lintas aktor belum jelas. Bukti: Pemerintah 

Kabupaten Banyuwangi (2024); Patadjenu et al. (2023). 

Industry 

Akomodasi, transportasi, paket wisata, layanan, promosi dan 

distribusi digital. Kontribusi: mengubah aset wisata menjadi produk, 

pengalaman, transaksi, dan informasi pasar. Masalah/bukti: 

fragmentasi pelaku dan perbedaan kapasitas digital. (Nguyen et al., 

2021; Prasetia, 2026). 

Academia 

Riset, evaluasi, inovasi, pendidikan, pelatihan dan pendampingan. 

Kontribusi: menyediakan bukti, pengetahuan pasar, peningkatan 

kapasitas digital, dan pembelajaran kebijakan. Masalah/bukti: hasil 

riset belum selalu terhubung dengan siklus keputusan pemasaran. 

Hanggraito et al. (2023); Misbar & Novianti (2024); Shyiramunda & 

van den Bersselaar (2024). 

Community 

Pengelolaan desa wisata, budaya lokal, Pokdarwis, UMKM, serta 

user-generated content. Kontribusi: menyediakan autentisitas, cerita 

lokal, pengalaman wisata, dan jangkauan promosi grassroots. 

Masalah/bukti: kapasitas digital dan pengaruh komunitas dalam 

keputusan belum seragam. (Isnaeni & Yucha, 2025; Wijayati et al., 

2025; Wirata et al., 2023). 

Sumber: Diolah Peneliti (2026) 
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Matriks tersebut memperlihatkan bahwa kontribusi pemasaran muncul dari pembagian 

fungsi yang berbeda. Government menyediakan orchestration, industri menyediakan market 

interface, academia menyediakan knowledge infrastructure, dan community menyediakan 

authenticity infrastructure. Digital platforms menjadi ruang pertemuan keempatnya. Dengan 

pola ini, “kolaborasi fleksibel” bukan berarti tanpa struktur, tetapi struktur hubungan dibentuk 

melalui kebutuhan program. Kelemahannya, mekanisme tersebut belum menjamin 

kontinuitas data dan evaluasi ketika program berakhir. Karena itu, implikasi kebijakannya 

adalah membangun minimum governance package yang mencakup pembagian peran kanal 

digital, standar informasi, protokol respons, mekanisme berbagi data, dan evaluasi bersama 

(Prasetia, 2026).  
 

KESIMPULAN  

Penelitian ini menemukan bahwa kolaborasi quadruple helix dalam pemasaran 

pariwisata Banyuwangi berkembang melalui pola yang fleksibel, adaptif, dan berbasis 

program, dengan kecenderungan government-led: pemerintah berperan sebagai pengarah dan 

pengoordinasi, industri sebagai penghubung aset destinasi dengan pasar, akademisi sebagai 

penyedia pengetahuan dan peningkatan kapasitas, sedangkan komunitas sebagai sumber 

autentisitas, pengalaman lokal, dan konten promosi. Kontribusi teoritis artikel ini terletak 

pada penjelasan mekanisme pembagian fungsi antarakor dalam quadruple helix, bukan 

sekadar pemetaan aktor. Implikasi kebijakannya adalah perlunya memperkuat koordinasi 

data digital, memperluas kapasitas digital komunitas, dan memasukkan hasil riset akademik 

ke dalam siklus perencanaan serta evaluasi pemasaran. Keterbatasan penelitian terletak pada 

ketergantungan pada literatur dan dokumen sekunder sehingga belum dapat mengukur 

intensitas interaksi antaraktor secara langsung; penelitian lanjutan dapat menguji pola ini 

melalui wawancara, analisis jejaring, atau data kinerja kanal digital. 
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